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Pembahasan sJ..ripsi penulis adalah tentang tinjauan hukum terbadap lindak pidana 
illegal logging yang merupakan 1indak pidana meoebang hutan tanpa izin dan mengakibalkan 
kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup. 

Adapun pennasalahan yang diajukan adalah apakah yang menjadi penyebab terjadinya 
1indak pidana illegal logging dan bagaimana penegakan bukum pidana dalam hubungann}a 
dengan penanggulangan illegal logging. 

Uniuk membabas pcnnasalahan tersebut maka dilakukan peneli1ian secam 
kepustakaan dan peneli1ian lapangan pada Polda Sumut Medan. 

Setelah dilalculcan pembahasan mab diketahui Penyebab terjadin)'a tindak pidana 
illegal logging adaJah tingginya pennintaan terbadap ka)'U di dalam dan luar ncgeri tidak 
sebanding dengan kemampuan penyediaim industri perkayuan (legal). Akibat dari 
ketimpangan antara persediaan dan pennintaan, ikut mendorong penebangan liar di taman 
nasional dan hutan konservasi dan jugs tumpang tindih regulasi sebab kebutuban dan 
disparitas interpretasi lclah ikut mendorong eksploitasi sumber daya alam lennasuk sck1or 
kehuranan Tekaoan hidup tcrhadap masyarakat yang tinggiil di daJam dan sekitar butan 
mendorong mcreka untuk menebang kayu beik untuk kebutuhan scndiri atau uniuk kebutuhan 
pasar melalui tangan para pemodal. Pennainan dokumen, lazim disebut "dol.umen terbang", 
untuk melegalkan status kayu ilegal dapal dipertimbangkan sebagai salah satu raktor sulitnya 
memberantas kcgiatan pencbangan liar. Pencgnk.an hukum pidana dalam bubungannya dengllll 
penanggulangan illegal logging masih lemah, di rnana pihak pencgak bukum banya berurusan 
dengan masyarakat lob! atau pemilik alat transportasi byu. Sedangkan kepada cukong 
besarya jarang pemab ditangkap serta adili Rcspoo lemahnya penanggulangan illegal logging 
iai oampak pula dari adanya koorporasi antara pihak-pihak terkait dalam pemerintahan 
schubungan dcngan otonomi daerah dengan pihak cukong illegal logging.Kita bertiarap 
instrumea anti korupsi scgera diterapkan dalam pemberantasan illegal looging. Karena jika 
tidak, mungkin puluhan tahun lagi aoak eueu kita hidup di bumi yang tidak bemutan. Pada 
prinsipnya UU Nomor 41 Tabun 1999 Tentang Kchulanan dan semua pcraturan yang 
berbubunglln dengan kehutanan scrta aparal penegak hukum sudah cukup baik dan 
bc:rorientasi kepada keselamatan hutan, namun proses penegakannya relatif masih lemah. 
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